





KEWENANGAN DAN TANGUNGJAWAB DIREKSI PERBANKAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOLEKTIF KOLEGIAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN PERBANKAN DENGAN PENERAPAN                            GOOD CORPORATE GOVERNANCE






Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank sehari-hari, dilakukan pembagian tugas direksi yang didasarkan pada struktur organisasi Bank. Namun oleh pelaksanaan tugasnya masing-masing, anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini merupakan suatu ironi, karena pada dasarnya hal yang dapat menanggung suatu perbuatan hukum adalah subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut tanpa harus mengikutsertakan subjek lainnya. 
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung dan Bank BJB.
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT dan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar dapat diketahui bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus perseroan. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar). Dengan demikian ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh direksi baik iti kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan ataupun dalam pelaksanaan undang-undang maupun AD/ART bank maka prinsip kolektif kolegial ini dapat dikenakan pula pada direksi. Tindakan yang seyogyanya dilakukan direksi bank BJB dalam pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial adalah selain tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang yang disebut statutory duties, para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut fiduciary duties, dimana salah satu dari fiduciary duties tersebut direksi tidak boleh melakukan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang berada di luar kewenangannya yang dengan demikian telah melanggar prinsip yang diatur dalam doktrin ultra vires.

Kata Kunci: Direksi, Prinsip Kolektif Kolegial , Good Corporate Governance.
PENDAHULUAN
Keseluruhan aktifitas perusahaan menimbulkan tanggung jawab yang harus diemban perusahaan tersebut.​[1]​ Interaksi antara perusahaan baik interaksi terhadap masyarakat maupun terhadap diri perusahaan itu sendiri memerlukan suatu pengaturan yang dapat mengatur segala aktifitas perusahaan, sehingga aktifitas perusahaan tersebut mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dalam perkembangan dunia hukum munculah istilah hukum perusahaan.
 Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal dalam sistim hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk badan hukum lainyang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut dengan Maatschap atau persekutuan.​[2]​ 
Peraturan hukum yang terbentuk merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat, tercakup ke dalamnya kepentingan-kepentingan yang terkait yang melalui suatu ”proses penyaringan”  muncul di dalam peraturan-peraturan tersebut​[3]​. Hukum perusahaan merupakan salah satu pembaruan hukum yang dilakukan melalui pembangunan materi hukum bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi khususnya dunia usaha.
Salah satu wujud nyata pembangunan hukum yang dilakukan oleh Indonesia adalah pembangunan hukum perusahaan yang salah satu kajiannya adalah PT. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.​[4]​
Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan bukan kepada perorangan pemegang saham, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.  Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam Anggaran Dasar perseroan​[5]​
Keberadaan Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa ada perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fisik hukum, bahwa perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum, sama seperti manusia. 
Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian, keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Keberadaan Direksi diperlukan oleh perusahaan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurus perseroan​[6]​.
Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.
Langkah dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut Direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain direksi dalam perusahaan terdapat juga komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan
Suatu perusahaan yang berbentuk perbankan dalam bentuk PT yang mengidentifikasikan bahwa dalam pengelolaan perbankan diurus atau dilaksanakan oleh direksi sebagai salah satu organ perusahaan. Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan dengan adanya kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Mendasarkan pada kewenangan yang telah diberikan tersebut, Direksi juga perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung-jawabnya direksi. 
Tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban seorang individu  untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya​[7]​. Disisi lain komisaris sebagai pengawas tindakan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
Permasalahan mengenai keberadaan direksi maupun komisaris pada bidang perbankan muncul ketika terbentuknya Peraturan OJK. Di dalam penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tertera bahwa OJK memiliki struktur organisasi dengan prinsip checks and balances. Intinya, prinsip checks and balances memberikan kewenangan yang sama kepada masing-masing elemen internal organisasi untuk saling mengawasi, dan diantara elemen tersebut tidak ada yang lebih dominan posisinya terhadap yang lainnya.  
Prinsip check and balances harus dikawinkan secara hati-hati dengan soft instrument lainnya yang berlaku di organisasi itu. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bersandar kepada sifat kolektif dan kolegial dalam pengambilan keputusan. Sifat pengambilan keputusan yang kolektif dan kolegial bermakna bahwa semua keputusan adalah keputusan bersama. Dalam konteks DK-OJK, keputusan yang dikeluarkan dalam rapat adalah keputusan DK-OJK secara kolektif.
Dari sisi ilmu tata kelola, tindakan pembuat Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatukan prinsip checks and balances dengan sifat kolektif dan kolegial di tubuh DK-OJK dapat dikatakan sebuah kekeliruan. Dua hal ini tidak dapat disatukan karena  menyatukan keduanya dengan sendirinya akan mengganggu program pengawasan internal itu sendiri. Betapa tidak, misalnya suatu hari nanti Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan membawa permohonan penggabungan beberapa bank ke forum DK-OJK. Permohonan tersebut kemudian disepakati oleh DK-OJK sebagai keputusan bersama, yakni keputusan komisioner eksekutif dan non-eksekutif. Berdasarkan prinsip checks and balances, seluruh anggota komisioner mengawasi hasil keputusan yang mereka buat sendiri. Praktik ini, populer disebut jeruk “makan jeruk”.
Mengkaji tindakan yang dilakukan direksi, selain sebagai (salah satu) organ yang mengurus Perseroan, kedudukan Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas in cassu Bank BJB adalah tidak lain sebagai bentuk perwakilan (volmacht) yang secara spesifik mengambil jenis ataupun bentuk perwakilan yang dikenal dalam surseance van betaling yang disebut Bewindvoering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya ditulis UUPT) yang menyatakan : 
 “Anggota direksi diangkat oleh RUPS” juncto Pasal 98 UUPT :
(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
(2)Dalam hal Anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”
Ketentuan Pasal 98 UUPT secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa yang mewakili Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) adalah Direksi (yaitu board atau Majelis, bukan Direktur Utama). Konsekuensi (hukum) dari ketentuan tersebut sekurang-kurangnya ada 3 (tiga), yaitu:
1.	tidak ada seorang anggota direksi pun, -termasuk Direktur Utama- merupakan atasan dari anggota direksi yang lain; anggota direksi yang satu tidak lebih tinggi kedudukannya daripada anggota direksi yang lain; atau anggota direksi yang satu tidak berada pada posisi sub-ordinat daripada anggota direksi yang lain.
2.	keputusan Direksi harus diambil secara kolektif. Direktur Utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk dan atas nama Perseroan. Dengan kata lain, Direktur Utama lebih pada posisi sebagai koordinator (Direksi).
3.	Direksi Perseroan dalam sistemnya bersifat kolegial. Hal ini berkenaan dengan sistem tanggung jawab renteng yang dipikul secara bersama-sama oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasarnya. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing Organ Perseroan (RUPS-Direksi-Dewan Komisaris) pada asasnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat, yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugas/wewenangyang diberikan UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Konsekuensinya, fokus direksi dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju pada pemegang saham, tetapi lebih kepada kepentingan Perseroan Terbatas yang cakupannya lebih luas daripada kepentingan pemegang saham.
Terkait dengan kedudukan Direksi Bank BJB, ketentuan Internal Bank BJB itu sendiri menentukannya ke dalam Pedoman Kerja Direksi Bank BJB Tahun 2011, pada Bab III Sub-Bab III-D Halaman 30 yang pada intinya menggariskan bahwa Tugas Direktur Utama adalah : 
1.	mengakomodir dan memberikan arahan;
2.	mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi;
3.	mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan prinsip Good Corporate Governance dan Standar Etika Bank; dan
4.	memimpin Rapat Direksi. 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank sehari-hari, dilakukan pembagian tugas direksi yang didasarkan pada struktur organisasi Bank. Namun oleh pelaksanaan tugasnya masing-masing, anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini merupakan suatu ironi, karena pada dasarnya hal yang dapat menanggung suatu perbuatan hukum adalah subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut tanpa tidak harus mengikutsertakan subjek lainnya. Hal ini menjadi permaslaahan pada bank BJB yang menerapkan prinsik kolektif kolegial yang dapat saja “menyeret direksi” pada ranah hukum terkait penyelewengan kewenangan yang kemungkinan direksi tersebut tidak melakukan perbuatan hukum, namun di “rentengkan” oleh tindakan direksi lainnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk usulan Penelitian dengan judul “KEWENANGAN DAN TANGUNGJAWAB DIREKSI PERBANKAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOLEKTIF KOLEGIAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN PERBANKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”

A.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah tanggungjawab direksi bank BJB terhadap pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial?
2.	Bagaimana tindakan yang seyogyanya dilakukan direksi bank BJB dalam pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial?

B.	Tujuan Penelitian
Mendasarkan pada identifikasi masalah yang dirumuskan penulis, maka tujuan penelitiannya adalah:
1.	 Untuk meneliti dan merumuskan tanggungjawab direksi bank BJB terhadap pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial.
2.	Untuk menggambarkan dan merumuskan tindakan yang seyogyanya dilakukan direksi bank BJB dalam pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial.

C.	Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:
1.	Kegunaan teoretis
Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan.
2.	Kegunaan Praktis
a.	Diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum bagi pelaksanaan kegiatan perbankan oleh direksi.
b.	Sebagai bahan masukan bagi bank dalam pelaksanaan penerapan prinsip kolektif kolegial.
D.	Kerangka Pemikiran
Mengkaji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan.​[8]​
Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat.​[9]​ Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.​[10]​
Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat​[11]​. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.​[12]​
Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep  tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan  dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”​[13]​
Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah:​[14]​
1.	Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan  merupakan  sesuatu yang diinginkan  atau bahkan di pandang perlu.
2.	Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau  pembaharuan.
Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu​[15]​:
1.	arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. 
2.	hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. 
3.	hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaanya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. 
4.	hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. 
5.	hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan defini hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (instituions) dan proses (procces) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan​[16]​. Jika dianalisis, makna definisi tersebut adalah​[17]​: 
1.	kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. 
2.	kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan pandangan Pragmatic legal realism dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan Sosiological jurisprudence karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari living law yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah mencerminknan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang. 
Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan​[18]​. Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 
1.	masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat
2.	masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern​[19]​. 
Salah satu kajian mengenai pembangunan hukum adalah hukum perusahaan. Hal yang diatur dalam hukum perusahaan adalah mengenai perseroan terbatas (selanjutnya ditulis PT). ada lima hal pokok yang terdapat dalam perseroan terbatas, yaitu:
1.	Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Ini berarti perseroan terbatas sesuai dengan syarat keilmuan yaitu sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.
Sebagai badan hukum, PT memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah​[20]​:
a.	Organisasi yang teratur 
Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Keteraturan organisasi perseroan terbatas dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, anggaran dasar PT, keputusan rapat umum pemegang saham, keputusan dewan komisaris, keputusan direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. 
b.	Harta kekayaan sendiri
Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.
c.	Melakukan hubungan hukum sendiri 
Sebagai badan hukum, PT melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan dewan komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, direksi berada dalam pengawasan dewan komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. 
d.	Mempunyai tujuan sendiri
Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Hal tersebut disebabkan perseroan terbatas menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba. Status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri). Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Suatu PT harus didirikan berdasarkan perjanjian. Dalam mendirikannya berarti harus ada kesepakatan berupa pernyataan kehendak, terutama dari pihak yang hendak mendirikan PT tersebut. oleh karena itu, sudah pasti dalam pendirian suatu perseroan terbatas harus ada dua atau lebih orang yang menghendaki kesepakatan pendiriannya. 
2.	Didirikan berdasarkan perjanjian
Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu​[21]​:
a.	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b.	Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c.	Suatu hal tertentu
d.	Suatu sebab yang halal.
Pendirian suatu perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Ketentuan tersebut bukan saja pada saat pendirian, namun setelah berjalan pun perseroan tidak boleh saham dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini dibuktikan secara tertulis dengan menyusunnya dalam bentuk anggaran dasar dan kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, setiap pendiri wajib mengambil bagian pada saat pendirian perseroan.
3.	Menjalankan usaha tertentu
Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal dan modal perseroan tersebut terbagi dalam saham. Setiap perseroan harus melakukan suatu usaha tertentu dalam menjalankan perseroannya tersebut. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut, yaitu dalam bidang ekonomi (industri, dagang, jasa) yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan usaha tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. 
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. PT sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum tentunya harus mengikuti maksud dan tujuan PT seperti yang dicantumkan di dalam anggaran dasar PT.
4.	Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
Setiap perseroan harus memiliki modal dasar, modal dasar tersebut terbagi dalam saham-saham. Modal dasar adalah harta kekayaan perseroan (badan hukum) yang terpisah dengan harta kekayaan pendiri, organ perusahaan dan juga pemegang saham. 
Modal dasar tersebut yaitu berupa uang yang telah ditentukan berapa besar jumlahnya. Modal dasar tersebut modal yang dijadikan dasar berdirinya perseroan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan berapa besarnya di dalam akta pendirian. Jumlah tersebut adalah jumlah minimum modal dasar perseroan.
5.	Memenuhi persyaratan undang-undang
Setiap perseroan yang berdiri harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksananya. Hal ini menyatakan bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup (closed system). Semua persyaratan yang tercantum di dalam UUPT tersebut wajib dipenuhi. Persyaratan tersebut mulai dari syarat pendirian, syarat beroperasi dan syarat berakhirnya. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah akta pendirian perseroan harus dibuat di hadapan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri.
Pembaharuan hukum perseroan merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat hukum perseroan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan UU No. 1 Tahun 1995, dinilai sangat sederhana untuk suatu lembaga yang mempunyai peran besar dalam kegiatan ekonomi. Pada hakikatnya suatu PT memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal​[22]​. 
Hal tersebut terlihat jelas dari ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 butir 1 yang menunjukkan perseroan terbatas merupakan suatu “artificial person”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia​[23]​. 
Pada dasarnya maksud dan tujuan PT mempunyai dua segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi PT, dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak PT yang bersangkutan​[24]​. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dapat memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, seperti halnya dengan orang perorangan, dan guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, perseroan terbatas memiliki organ dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
Direksi dalam sebuah PT merupakan pilar utama yang menjamin kelangsunganusaha perseroan. Disebut pilar utama karena keberadaan direksi itulah yang menjadikan PT sebagai person yang hidup. Tanpa direksi, PT hanya sekedar person yang lumpuh. Sebaliknya direksi tidak pernah ada kalau tidak pernah dibentuk dan suatu PT ada sebab adanya direksi. Dengan demikian, eksistensi PT dengan direksi bersifat simbiose mutualistis. Hal tersebut juga dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa direksi mewakili perseroan sehingga dapat dikatakan bahwa direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas mana perseroan.  
Direksi merupakan dewan direktur (Board of Directors) yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri dari beberapa anggota direksi, yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa Direktur​[25]​. Mengkaji pengaturan tentang direksi sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka pengaturannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut​[26]​ : 
1.	Diatur dalam bagian-bagian yang khusus mengatur tentang direksi, yaitu dari Pasal 92 sampai dengan 107 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
2.	Diatur dalam bagian-bagian lain dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara terpisah-pisah, yakni dalam bagian-bagian yang tidak khusus mengatur tentang direksi. 
Mengkaji rumusan Pasal 92 ayat (1&2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan maka dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan, apa yang menjadi makna arti kata “kepengurusan” tersebut diartikan bahwa direksi ditugaskan dan karenanya berwenang​[27]​:
1.	Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan maksud dan tujua pendiriannya.
2.	Mengurus kekayaan perseroan,
3.	Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Hubungan tugas, kewajiban atau kewenangan, antara direksi dengan perseroan sebenarnya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat. Keadaan inilah yang kemudian melahirkan prinsip bahwa diantara direksi dan perseroan terdapat hubungan fiducia atau fiduciary relations yang berarti hubungan melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan untuk kepentingan yang bukan kepentingan pribadi​[28]​.
Mengkaji ketentuan  Pasal 1ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa direksi dalam melakukan pengurusan PT diawasi oleh komisaris.  Hal ini tentunya berkenaan dengan fungsi keberadaan komisaris dalam sebuah PT. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tugas komisaris adalah melakukan pengawasan atas jalannya perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan​[29]​.
Organ direksi melaksanakan tugas-tugas perseroan secara kolegial (Lihat penjelasan atas Pasal 83 UUPT). lni berarti bahwa dalam hal lebih dan seorang diri sungguhpun dibuka kemungkinan bagi seorang direktur untuk mewakili perseroan tanpa perlu ikut direktur yang lainnya, tetapi sejauh masih merupakan tindakan perseroan dan tidak melanggar prinsip “tugas semi fiduciary” tersebut dalam Pasal 85 UUPT, maka menurut Pasal 82 Jo. Pasal 83 UUPT, direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat, juga ikut bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). lnilah makna sistem perwakilan “kolegial” dari direktur.
Tanggung jawab Direksi perseroan bersifat kolegialitas. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Direksi bersifat kolegial. Selanjutnya dalam ayat (3) tersebut dikatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS.

E.	Metode Penelitian
Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian. Penulisan usulan penelitian ini termasuk bentuk penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.​[30]​ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
1.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.​[31]​  Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan kewenangan direksi perbankan berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam pengelolaan perbankan yang menyangkut prinsip kolektif kolegial.
2.	Spesifikasi Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.​[32]​ Penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pada asas-asas hukum yang dipergunakan dalam perbankan.
3.	Tahap Penelitian
a.	Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)
 Penelitian dilakukan dengan tahapan penelitian Kepustakaan (Library Researcht) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan permasalahan kewenangan direksi perbankan berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam pengelolaan perbankan yang menyangkut prinsip kolektif kolegial. Data Sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :
a.	Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan,yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi:
1)	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4;
2)	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3)	Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4)	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5)	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
b.	Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah hukum perusahaan mengenai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan hukum perbankan yang merupakan masalah yang diteliti.
c.	Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.
b.	Penelitian Lapangan (Field Research)
Setelah studi kepustakaan peneliti juga menggunakan filed reseach, menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (ethnographic study atau ethnography)​[33]​.
Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara pada Direksi atau orang yang berkompeten di Bank BJB dalam memebrikan keterangan terkait kewenangan direksi perbankan berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam pengelolaan perbankan yang menyangkut prinsip kolektif kolegial
4.	Teknik Pengumpulan Data
Langkah dalam memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a.	Studi Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan kewenangan direksi perbankan berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam pengelolaan perbankan yang menyangkut prinsip kolektif kolegial.
b.	Observasi
Yaitu memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan objek penelitian. Langkah untuk melengkapi data-data kepustakaan, dilakukan dengan wawancara ataupun observasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Observasi dilakukan di Bank Bank BJB  mengenai kewenangan direksi dalam pengelolaan perbankan yang menyangkut prinsip kolektif kolegial
5.	Alat Pengumpulan Data
a.	Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b.	Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan permasalahan
6.	Analisis Data
Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur-literatur mengenai perbankan, penerapan prinsip kolektif kolegial di lapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian ditarik kesimpulan.
7.	Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:
a.	Penelitian Kepustakaan
1)	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2)	Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung
b.	Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan pada Bank BJB


ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KOLEKTIF KOLEGIAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN PERBANKAN OLEH DIREKSI DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1.	Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT dan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus perseroan. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar). Dengan demikian ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh direksi baik iti kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan ataupun dalam pelaksanaan undang-undang maupun AD/ART bank maka prinsip kolektif kolegial ini dapat dikenakan pula pada direksi. Hal ini yang menjadi preseden buruk dalam tata kelola perusahaan khususnya perbankan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh satu subjek hukum harus ditanggung bersama-sama seluruh subjek hukum terkait. Hal ini menjadi tidak rasional mengingat pertanggungjawaban hukum pada dasarnya melekat pada subjek hukum yang melakukan tindakan hukum saja. Apalagi hal ini dilakukan dalam perbankan yang pada dasarnya suatu keputusan atau tindakan terlahir dari berbagai mekanisme pengorganisasian, sehingga akan sangat rumit dalam menjalankan prinsip kolektif kolegial ini.
2.	Tindakan yang seyogyanya dilakukan direksi bank BJB dalam pengelolaan perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kolektif kolegial adalah selain tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang yang disebut statutory duties, para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut fiduciary duties, dimana salah satu dari fiduciary duties tersebut direksi tidak boleh melakukan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang berada di luar kewenangannya yang dengan demikian telah melanggar prinsip yang diatur dalam doktrin ultra vires.

Saran
1.	Harus adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur permasalahan asas hukum perbankan sehingga adanya sistematika pengaturan asas-asas hukum yang tidak saling melemahkan salah satu asas hukum perbankan tersebut, selain itu adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan perbankan di Indonesia
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